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Mohon Perhatian SAFEGUARD
L PO REVIEW ADB

v' Jika dimungkinkan, ikutilah konsultasi ini di tempat yang tenang dan bebas
dari gangguan.

v" Pastikan audio dan video Anda berfungsi.
v" Pastikan mikrofon Anda sudah dimatikan (mute) saat Anda tidak berbicara.

v" Tekan tombol “angkat tangan” pada fitur Zoom untuk mengajukan poin
atau pertanyaan.

v" Hormati peserta lain yang bergabung.
v" Harap patuhi waktu sesuai dengan agenda yang disepakati. 7




The official online platform for ADB's Safeguard Policy Review and Update (SPRU) Regional Consultations

Click on the Interpretation button
at the bottom of your Zoom screen.
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Simultaneous interpretations available!
Penerjemahan Simultan tersedia!

He [/ = 1% AR 55

BISFUMIUARTUULR)
VIVTIVIOSVLYINIVCUCUDWIFIZ09NILO!
Chung tbi cung cap phién dich déng thoi!

- ROy O;

Languages available:
Bahasa yang tersedia:

EE RS
MR UENS:
Please click on the Interpretation button at the Zoom WIFIMNFIVIOCIDNSLLI:
bar on the bottom of your screen. Ngén ngilt sir dung:
Silakan klik tombol Interpretation pada fitur Zoom di bagian bawah layar Anda. * Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia
& o REREZoom T B4~ &%, * Chinese
UGG ITUSHUMTUNINIUINSE IsiigmA e EuEIH R RIUNIIN S LS P
U 3 [V Cx< I V] ° Khmer
NI19LINOVLRDOSLEWHNIVCCVWIFTIGIV DTV Zoom HEINIYZI19VMII9299 =2
NIV * Lao
; o A ' _ . 7 WIJI1990
E)e,r.lghg‘ nhefp ChElOt vao nut phién dich (Interpretation) trén thanh céng cy Zoom ¢ phia « Vietnamese )
dudi man hinh cua ban. - o n
Tleng Vlet Interpretation

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It maybe shared outside ADB with appropriate permission.



Simultaneous interpretations available!
THRIA AT UTsY 2!

OC)’UJ,eCTBAﬂeTCFI CMHXPOHHbIlji nepeBoA!
JUcTsY HIYTU:

s 2t .n
ol Sl

Please click on the Interpretation button at the Bbi6op si3biKa:
Zoom bar on the bottom of your screen.

Languages available:

AT S SR o SEUNSTH (Interpretation) SiE W foreteh sl ST ’ %"_g"d’
AT ThHH & et YT H B
S L S s ot ISIL S S . U"d“
(oS S Ly By S e 8 S G ST g e S

* Russian

Haxxmmte Ha kHonKy «[lepeBoa» BHMU3Y aKpaHa. .
Pycckuni asbik

Interpretation



Pernyataan Kembali Komitmen ADB SAFEGUARD

POLICY REVIEW
AND UPDATE

Untuk Konsultasi yang Bermakna LVE

Konsultasi Tinjauan dan Pembaruan Kebijakan Upaya Perlindungan Tahap Il bertujuan untuk memberi
kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan dan pendapat
tentang upaya perlindungan lingkungan hidup dan sosial ADB melalui konsultasi yang paling bermakna
dan cara-carayang aman.

Semua pemangku kepentingan dapat menyampaikan masukan dan masalah yang ada pada kesempatan
sesi konsultasi ini,dan semuanya akan dicatat dan didokumentasikan dengan seksama,sehingga ADB
dapat meninjau,mempertimbangkan dan menanggapinya bila perlu. Materi latar belakang bidang
tematik telah dirilis sebagai referensi peserta dalam dialog ini.

Semua jenis umpan balik akan disambut baik dan tidak akan digunakan untuk tindakan yang mengarah
pada pembalasan, penyalahgunaan,atau segala bentuk diskriminasi. Dokumentasi tertulis dari sesi yang
berisi ringkasan umpan balik akan terbuka untuk ditinjau oleh para pemangku kepentingan yang
berpartisipasi,sebelum diungkapkan kepada publik,untuk memastikan kenyamanan dan keamanan
para pemangku kepentingan,serta keakuratan dan transparansi dari hasil catatan konsultasi.

Jika ada masalah atau kekhawatiran tentang kerahasiaan, potensi risiko, penyalahgunaan atau
diskriminasi apapun selama konsultasi,hubungi sekretariat Tinjauan dan Pembaruan Kebijakan Upaya

Perlindungan (SPRU) di safeguardsupdate@adb.org.


mailto:safeguardsupdate@adb.org
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. Introduction (5 min)

Azim Maniji, Moderator Sesi dan Ketua Tim Pelibatan Pemangku Kepentingan SPRU

. Sambutan Pembuka (7 min)

Bruce Dunn, Direktur Divisi Upaya Perlindungan (SDSS) SDCC

.Sesi |I: Gambaran Umum mengenai SEID dalam SPS ADB (2009) dan proses pembaruan (7 min)
Zaruhi Hayrapetyan, Spesialis Pembangunan Sosial (Upaya Perlindungan) SDCC

.Sesi 2:Temuan Studi dan Isu Utama (18 mins)

Elizabeth Mann, Konsultan Upaya Perlindungan Sosial untuk SEID

.Sesi 3: Diskusi yang dipandu Moderator Bagian | (30 min)

Moderator: Marina Best, Spesialis Senior Pembangunan Sosial (Masyarakat Sipil & Partisipasi) SDCC
. Rehat (5 menit)

.Sesi 3: Diskusi yang dipandu Moderator Bagian Il (45 min)

Moderator: Marina Best, Spesialis Senior Pembangunan Sosial (Masyarakat Sipil & Partisipasi) SDCC
. Kesimpulan Bruce Dunn, Direktur SDCC (5 min)






Sesi I: Gambaran Umum Kebijakan SEID di dalam SPS

ADB (2009) dan Proses Pembaruannya

Zaruhi Hayrapetyan, Spesialis Pengembangan Sosial (Upaya Perlindungan)
Departemen Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan lklim (SDCC)
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ADB Upaya Perlindungan Policy Statement, 2009:

e Disetujui Juli 2009, efektif Maret 2010

* Ruang lingkup:3 bidang kebijakan utama:Lingkungan Hidup (Environment), Pemukiman Kembali
Tidak Sukarela (Involuntary Resettlement,IR), dan Masyarakat Adat (Indigenous People)

* Rancang Bangung Kebijakan :

Satu Payung kebijakan. 3 perangkat prinsip kebijakan.
Persyaratan peminjam untuk masing-masing dari 3 bidang kebijakan (Lampiran I-3)

Persyaratan untuk berbagai modalitas keuangan — misalnya pinjaman sektor, bantuan darurat,
pinjaman berbasis kebijakan,perantara keuangan,pembiayaan korporasi.Belum mencakup
pinjaman berbasis hasil (Lampiran 4)

Daftar Kegiatan Investasi yang Dilarang (Lampiran 5)

Penguatan dan Penggunaan Sistem Upaya Perlindungan Negara (Lampiran 6)



Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Mekanisme Penanganan

Keberatan dan Pengungkapan Informasi di dalam kebijakan SPS (2009): ADB
Gambaran Umum

* Konsultasi yang bermakna

» SPS paragraf 54-55 mensyaratkan konsultasi dengan "masyarakat, kelompok, atau orang-orang yang terkena dampak
proyek yang diusulkan, dan dengan masyarakat sipil" dan masyarakat adat (Indigenous People)

* Teks dalam persyaratan SR1,2 dan 3 sedikit berbeda, tetapi memerlukan konsultasi dengan orang-orang yang
terkena dampak, masyarakat adat, komunitas tuan rumah, dan organisasi nonpemerintah yang bersangkutan

e Dimulai dan dilakukan sepanjang siklus proyek;

* Mengungkap informasi relevan secara tepat waktu dan memadai kepada orang-orang yang terkena dampak;
* Dilakukan dalam suasana yang bebas dari intimidasi atau paksaan;

*  Gender inklusif dan responsif, disesuaikan dengan kebutuhan kelompok rentan;

* Dapat menggabungkan semua pendapat yang relevan dalam pengambilan keputusan.

Mekanisme penanganan keberatan disesuaikan dengan skala terhadap risiko dan dampak buruk dari proyek.
* Mengatasi keluhan orang yang terkena dampak segera,
* Menggunakan proses yang dapat dimengerti dan transparan
* Responsif gender, sesuai budaya, mudah diakses tanpa biaya dan tanpa pembalasan.



Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Mekanisme Penanganan Keluhan
dan Pengungkapan Informasi dalam Kebijakan SPS (2009): Gambaran AR

Umum lanjutan.

* Pengungkapan draft kerangka kerja dan rencana kajian lingkungan hidup,
pemukiman kembal (IR) dan Masyarakat Adat (IP) secara tepat waktu

* Dilakukan sebelum penilaian proyek, di tempat yang dapat diakses dan dalam bentuk dan
bahasa yang dapat dimengerti oleh para pemangku kepentingan.

* draf Environmental Impact Assessment (EIA) yang lengkap setidaknya 120 hari sebelum
pertimbangan Dewan ADB, dan / atau kerangka penilaian dan peninjauan lingkungan hidup
sebelum penilaian proyek

* Pengunglkapan laporan pemantauan dan informasi yang relevan dari laporan
pemantauan kepada orang-orang yang terkena dampak.

* Jika syarat untuk memperoleh dukungan masyarakat luas (Broad Ccommunity Support,
BCS) terkait masyarakat adat (IP) terpicu untuk menerapkan Upaya Perlindungan, ADB
akan memastikan bahwa BCS untuk proyek ini telah diperoleh dari MasyarakatAdat (IP).

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It maybe shared outside ADB with appropriate permission.



Departemen Evaluasi Independen:Temuan dari Keterlibatan Pemangku

Kepentingan, Pengungkapan Informasi dan Mekanisme Penanganan Keberatan
(Grievance Redress Mechanism, GRM)

* Implementasi Proyek

* Kelemahan dalam keterlibatan pemangku kepentingan, konsultasi yang bermakna, pengungkapan

tepat waktu, dan fungsi GRM tingkat proyek.

* Karena terdapat klausul kerahasiaan klien,maka pengungkapan informasi menjadi terbatas
pada proyek operasi non-pemerintah

* SPS (2009)

* Panduan SPS masih terbatas tentang cara membuat konsultasi dan GRMs efektif dan
bagaimana memantau efektivitas.

° Persyaratan pengungkapan 120 hari EIA (Enviromental Impact Assessment,EIA) untuk
proyek kategori A tidak selaras dengan kebijakan MFl lainnya.



Departemen Evaluasi Independen:Temuan untuk Keterlibatan Pemangku

Kepentingan, Pengungkapan Informasi dan Mekanisme Penanganan Keluhan

* Mengadopsi pendekatan terpadu yang mencakup dimensi lingkungan dan
sosial.

* Menyusun standar kebijakan terpisah untuk keterlibatan pemangku
kepentingan,dengan ketentuan yang selaras dengan kerangka kerja Upaya
Perlindungan MFI| yang baru-baru ini diperbarui.

* Mengadopsi rencana keterlibatan pemangku kepentingan (SEP) sebagai praktik
terbaik Instrumen Upaya Perlindungan;

* Pertimbangkan persyaratan pengungkapan yang lebih singkat, terutama untuk
operasi non-pemerintah.

* Memperbaiki bimbingan dan pelatihan sistematis kepada staf, peminjam dan klien
ditekankan.



Tujuan & Metodologi Studi Analitis SEID dan GRM

* Tujuan StudiAnalitis

* Tujuan studi adalah untuk memberikan rekomendas berdasaarkan informasi untuk pengembangan
standar kebijakan mengenai SEID dan GRM.

* Metodologi Studi Analitis

* Kajian literatur dokumen berbasis tabel - Laporan |[ED dan Respons Manajemen ADB; kasus-kasus
dalam Tinjauan Kebijakan Mekanisme Akuntabilitas,Rancangan Studi ADB tentang Implementasi
Mekanisme Penanganan Keluhan

* Benchmarking dengan kebijakan MFI lainnya - Analisis komparatif dengan Kebijakan Upaya
Perlindungan dan dokumen panduan terbaru dari IDB, IDB Invest, EBRD,WB, IFC

* Konsultasi dan lokakarya pemangku kepentingan - Staf ADB, termasuk kelompok kerja teknis,
anggota negara-negara berkembang, klien dan organisasi Sektor Swasta, organisasi masyarakat sipil.
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Scope and Application

SPS (2009)

Tujuan, Sasaran, Lingkup Aplikasi yang
tersebar dalam berbagai persyaratan
Upaya Perlindungan dan terdapat dalam
SPS

Tidak ada persyaratan khusus rencana
keterlibatan pemangku kepentingan
(SEP)

Sinergi lingkungan hidup dan sosial tidak
tercakup secara jelas

* SEP = Stakeholder Engagement Plan

SAFEGUARD
| &4]] POLICY REVIEW
AND UPDATE

MFI Lain

Persyaratan kebijakan SEID yang
berbeda disatukan menjadi satu Standar

SEP dipersyaratkan secara proporsional
sesuai kategori/sifat & skala proyek

Mengintegrasikan dimensi lingkungan
hdiup dan sosial




Information Disclosure

SPS (2009)

Persyaratan pengungkapan informasi
bervariasi.

Panduan pengungkapan informasi di
SPS, Akses ke Kebijakan Informasi, &
Manual Administrasi Proyek (PAM)
Draf EIA untuk Kategori A akan
diungkapkan setidaknya 120 hari
sebelum pertimbangan Dewan Direksi

Pengungkapan pada situs web secara
lengkap dipersyaratkan untuk
dokumentasi pemukiman kembali

SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE

MFI Lain

Pengungkapan informasi bervariasi
dengan rincian lebih lanjut tentang jenis
informasi yang diperlukan

Panduan pengungkapan informasi ada
dalam satu standar dan Akses untuk
Kebijakan Informasi

Persyaratan draf Environmental & Social
Impact Assessment (ESIA) diungkapkan
60-120 hari tergantung pada sektor
swasta / publik




Grievance Redress

Mechanism L«E

SPS (2009)

SAFEGUARD
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MFI lain

Kebijakan tidak membedakan
mekanisme formal dan informal.

Keluhan anonim tidak disebutkan
dalam dokumen kebijakan

Panduan tersebar dalam berbagai

materi pedoman

Penggunaan mekanisme pengaduan
formal dan informal yang ada yang
sesuai

Keluhan anonim secara khusus
disebutkan

Lebih rinci Panduan tentang
pembentukan, implementasi dan
pemantauan GRM dalam kebijakan




Masalah SEID utama untuk pertimbangan lebih lanjut
(Bagian 1)

 Standar kebijakan SEID yang berdiri sendiri

* untuk menyelaraskan dengan kerangka kerja Upaya Perlindungan IMFl ainnya,
mempertimbangkan tumpang tindih dengan bidang lintas sektoral dan tematik; menetapkan
ketentuan yang lebih jelas tentang keterlibatan pemangku kepentingan, dokumentasi,
pengungkapan dan persyaratan GRM untuk operasi pemerintah dan non-pemerintah.

*  Penyusunan rencana keterlibatan pemangku kepentingan (SEP)

*  proporsional dengan sifat dan skala proyek dan potensi risiko dan dampaknya

* identifikasi pemangku kepentingan;pengungkapan informasi dan komunikasi; GRM di
tingkat proyek; sistem pemantauan;peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan,
anggaran dan pelatihan.

*  Pengungkapan informasi

* menyelaraskan dengan MFl lainnya untuk operasi pemerintah dan non-pemerintah,

*  memperkuat pengungkapan terus menerus kepada orang-orang yang terkena dampak
proyek.



Masalah SEID utama untuk pertimbangan lebih lanjut
(Bagian 2)

* Mekanisme Penanganan Keluhan yang termasuk dalam standar kebijakan SEID

* Disesuaikan dengan cara yang sesuai secara budaya untuk berbagai jenis orang yang terkena
dampak;Jika memungkinkan,gunakan metode penyelesaian sengketa yang dapat diterima dan
secara tradisional,mempertimbangkan keluhan anonim.

Pemantauan

* Memperjelas persyaratan untuk pemantauan Klien / Peminjam implementasi SEP (termasuk
GRM), pembaruan dalam proses dan pendekatan yang sesuaij;

* Perkuat Upaya Pengawasan dan Sumber Daya ADB untuk Memantau Implementasi Upaya
Perlindungan.

Materi panduan:

* Panduan,perangkat,template,dan catatan praktik yang diperbarui dan ditingkatkan baik untuk
operasi pemerintah dan non-pemerintah.



Sesi 3: Diskusi dipandu Moderator
Perencanaan Keterlibatan Pemangku Kepentingan,
GRM & Pengungkapan Informasi

Moderator: Marina Best, Spesialis Senior Pembangunan Sosial
(Masyarakat Sipil & Partisipasi), SDCC
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Rangkaian Tanya Jawab

Rangkaian | —Terbuka untuk pernyataan dan berbagi perspektif dan
rekomendasi (acungkan tangan untuk berbicara)

Rangkaian 2 — Pertanyaan yang dikirim lebih dahulu di awal (melalui
registrasi Zoom)

Rangkaian 3 — Pertanyaan yang ditulis pada Chat Box dan peserta yang
mengacungkan tangan akan dipanggil secara bergilir

SAFEGUARD
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INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It maybe shared outside ADB with appropriate permission.



Silakan_sampaikan

. SAFEGUARD
umpan balik Anda POLICY REVIEW ADRB

|. Apa yang Anda harapkan dari
Keterlibatan Pemangku Kepentingan,
Mekanisme Penanganan Keberatan
dan Pengungkapan Informasi?

2. Masalah apa yang perlu dicakup?

3. Perubahan dan perbaikan apa yang
ingin Anda lihat?







Apa pandangan Anda
ikut? ]| POLICY REVIEW
tentang masalah berikut? | POLICY REVIE

Keterlibatan Pemangku Kepentingan:

* Apa tantangan utama dalam melakukan konsultasi yang bermakna dan keterlibatan pemangku
kepentingan dalam sebuah proyek?

* Aspek kebijakan yang mana yang harus diubah atau diperkuat untuk memperbaiki konsultasi yang
bermakna dan keterlibatan pemangku kepentingan?

* Apakah ADB perlu memiliki standar terpisah untuk SEID?
Mekanisme Penanganan Keberatan:

* GRM yang berbeda untuk berbagai kategori dan lingkup pemangku kepentingan

* Seberapafleksibel sebuah proyek dapat memperbarui GRM-nya? (Kapan perbaikan ini harus
dilakukan,pada bagian dokumen yang mana?)

Pengungkapan Informasi:
* Waktu dan durasi pengungkapan
* Konten,bahasa



Polling Cepat

Silakan memberikan penilaian atas sesi konsultasi ini:

5- Sangat memuaskan
4- Agak memuaskan

3- Netral

2- Agak mengecewakan

|- Sangat Mengecewakan

Umpan balik tertulis secara cepat melalui www.menti.com
Silakan Klik link pada Chat Box

SAFEGUARD
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INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It maybe shared outside ADB with appropriate permission.
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TERIMA KASIH!

AYO | KUT https://www.adb.org/who-we-are/about/safeguard-policy-review
1A WEBPAGE
Kirimkan umpan
balik dan saran https://www.facebook.com/AsianDevBank
FACEBOOK PAGE

safeguardsupdate@adb.org
E-MAIL

SAFEGUARD
@ POLICY REVIEW
AND UPDATE

ith appropriate permission.



